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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta 

 

 

RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN 

PURWAKARTA (PEMBICARAAN TINGKAT I) 
PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG APBD  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019  DENGAN 

AGENDA POKOK PENJELASAN BUPATI. 
 

 
HARI  : JUM’AT; 

TANGGAL : 30 NOPEMBER 2018; 
PUKUL  : 10.00 WIB; 
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD  

  KABUPATEN PURWAKARTA  
 

BISMILLAHIROHMANIRROHIM  
ASSALAMUALLAIKUM WR. WB. 
 

SAMPURASUN 
 

YTH. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA; 

YTH.  UNSUR FORUM KORDINASI PIMPINAN DAERAH 

KABUPATEN  PURWAKARTA YANG DIANTARANYA : 

YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA; 

YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA; 

YTH. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0619 PURWAKARTA; 

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA; 
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YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA 

YTH. KOMANDAN RESIMEN ARMED 2 STHIRA YUDHA; 

YTH. KOMANDAN YON ARMED 9 PASOPATI; 

YTH. KOMANDAN DENPOM III PURWAKARTA; 

YTH. PARA ANGGOTA DPRD KAB. PURWAKARTA 

YTH. PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA; 

YTH. PARA CAMAT SE-KABUPATEN. PURWAKARTA 

- PARA TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA 

MASYARAKAT, KETUA ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN DAN PARA INSAN PERS YANG 

KAMI HORMATI;  

- PARA TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG KAMI 

HORMATI. 
 

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH 

SWT, ATAS NIKMAT DAN KARUNIANYA,   SEHINGGA PADA 

SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK 

BERSILATURAHIM PADA RAPAT PARIPURNA DPRD 

PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN RAPERDA 

TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 

ANGGARAN 2019. 
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SESUAI LAPORAN DARI SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, 

BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN YANG HADIR DAN TELAH 

MENANDATANGANI DAFTAR HADIR SEBANYAK 25 (DUA 

PULUH LIMA) ORANG, MAKA BERDASARKAN TATA TERTIB 

DEWAN RAPAT DINYATAKAN  TELAH DAPAT 

DILAKSANAKAN. 
 

DIAWALI UCAPAN “BISMILLAHIRROHMANIRROHIM” 

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, 

PADA HARI INI JUM’AT TANGGAL 30 NOPEMBER 2018, 

KAMI NYATAKAN : 
 

==============  DI BUKA  ============== 

===========  KETUK PALU 1 KALI   ========== 
 

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI. 
 

SELANJUTNYA KAMI BERITAHUKAN BAHWA SUSUNAN 

ACARA RAPAT PARIPURNA INI, ADALAH SEBAGAI 

BERIKUT : 
 

1. PEMBUKAAN ; 

2. PENJELASAN BUPATI ; 

3. DO’A / PENUTUP. 
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1. PEMBUKAAN  
 

RAPAT DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.  
 

BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 308 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAH DAERAH SEBGAIMANA TELAH BEBERAPA 

KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN KETENTUAN 

PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 

TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH, PERLU MENETAPKAN PERATURAN MENTERI 

DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

2019. 

SEJALAN DENGAN ITU BEDARKEN PASAL 2 AYAT (1) BAB 

1 KETENTUAN UMUM PERATURAN MENTERI DALAM 

NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 

BAHWA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2019 MELIPUTI : 
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a. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH; 

b. PRINSIP PENYUSUNAN APBD; 

c. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD; 

d. TEKNIS PENYUSUNAN APBD; DAN 

e. HAL KHUSUS LAINNYA. 
 

DARI BEBERAPA PRINSIP PENYUSUNAN APBD TERSEBUT, 

TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG HARUS MENJADI 

PERHATIAN KITA BERSAMA YAITU SINGKRONISASI 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN 

PEMERINTAH, SERTA DALAM HAL PRINSIP PENYUSUNAN 

APBD. DALAM HUBUNGAN INI, KAMI PERCAYA BAHWA 

RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN ANGARAN 2019 YANG TELAH DISAMPAIKAN 

SAUDARI BUPATI KEPADA DPRD DAN AKAN DIJELASKAN 

DALAM RAPAT PARIPURNA INI, TELAH SEJALAN DENGAN 

PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN TERSEBUT. 

PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH 

KABUPATEN/KOTA HARUS MENDUKUNG TERCAPAINYA 5 

(LIMA) PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL SESUAI 
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DENGAN POTENSI DAN KONDISI MASING-

MASINGDAERAH, MENGINGAT KEBERHASILAN 

PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 

DIMAKSUD SANGAT TERGANDUNG PADA SINGKRONISASI 

KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH PROVINSI YANG 

DITUANGKAN DALAM RKPD.  

 

SEMENTARA 5 (LIMA) PRIORITAS PEMBANGUNAN 

NASIONAL TAHUN 2019 DIMAKSUD MELIPUTI : 

1. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN 

KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR; 

2. PENGURANGAN KESENJANGAN ANATAR WILAYAH 

MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN 

KEMARITIMAN; 

3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI 

PERTANIAN, INDUSTRI DAN JASA PRODUKTIF; 

4. PEMANFATAAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN 

SUMBER DAYA AIR MELALUI PELESTARIAN 

LINGKUNGAN; DAN 
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5. STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN 

PEMILU. 

 

DAN PADA DASARNYA PERATURAN DAERAH BAIK YANG 

DISUSULKAN OLEH BUPATI MAUPUN YANG BERASAL DARI 

PRAKARSA DPRD, DIBENTUK ATAS PERINTAH ATAU 

PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERATURAN 

PERUINDANG-UNDANGAN DAN TUNTUTAN 

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN PEMERINTAHAN DAN 

KEMASYARAKATAN. 

SEJALAN DENGAN KETENTUAN TERSEBUT SERTA SESUAI 

DENGAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI, MELALUI SURAT 

NOMOR : 903/3230/BKAD TANGGAL 30 NOPEMBER 

TAHUN 2018 PERIHAL PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG 

APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 

2019, SAUDARI BUPATI TELAH MENYAMPAIKAN RAPERDA 

TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 

ANGGARAN 2019. 
 

DENGAN HARAPAN BAHWA RAPERDA YANG DIUSULKAN 

OLEH BUPATI KELAK MENJADI PERDA YANG BENAR-

BENAR DAPAT MENJAWAB TANTANGAN PERKEMBANGAN 
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DAN TUNTUTAN KEBUTUHAN KEHIDUPAN 

KEMASYARAKATAN, MAKA AKAN MENJADI LEBIH BAIK 

LAGI JIKA PEMBAHASAN DALAM RAPAT-RAPAT DPRD 

DAPAT DILAKUKAN SECARA LEBIH CERMAT DAN TELITI 

DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP 

PENYUSUNAN ANGGARAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN. 

SELANJUTNYA UNTUK MELIHAT SEJAUH MANA RAPERDA 

YANG DIUSULKAN OLEH SAUDARI BUPATI, TELAH 

MEMENUHI ALASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH KAMI UTARAKAN TADI, MAKA 

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 132 AYAT (3) HURUF 

(a) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017,  KITA 

IKUTI SECARA SEKSAMA PENJELASAN BUPATI TERHADAP 

RAPERDA TERSEBUT. 

 

2. PENJELASAN BUPATI 
  

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI. 

 

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA 

YAITU PENJELASAN BUPATI. 
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KEPADA SAUDARI BUPATI, UNTUK MENYAMPAIKAN 

PENJELASANNYA, DIPERSILAHKAN, _________________ 

______________________________________________ 
 

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARI BUPATI ATAS 

PENJELASANNYA KAMI PERCAYA BAHWA PARA ANGGOTA 

DEWAN SECARA KESELURUHAN TELAH DAPAT MEMAHAMI 

SUBSTANSI DARI APA YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH 

SAUDARI BUPATI.  

 
 

3.  DO’A/PENUTUP 
 

RAPAT DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI 
 

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO’A 

/PENUTUP. 
 

DENGAN INI KAMI MOHON KESEDIAAN SAUDARA        

DARMINTA UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO’A 

DIPERSILAHKAN        
 

TERIMA KASIH, SEMOGA ALLAH SWT BERKENAN 

MENGABULKAN DO’A KITA SEKALIAN AMIN. 

 

AKHIRNYA SELAKU PIMPINAN DEWAN KAMI 

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK,  
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YANG HADIR DALAM RAPAT INI, MOHON MAAF ATAS 

SEGALA KEKURANGAN SERTA KEHILAPANNYA. 

 

DENGAN UCAPAN ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN 

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA 

PADA HARI INI, JUM’AT TANGGAL 30 NOPEMBER 2018, 

KAMI NYATAKAN : 

 

============== DITUTUP ============== 

=========== KETUK PALU 3 KALI =========== 
 

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH 
WASSALAMUALLAIKUM WR WB.  
 

 
  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 
 

Plt. SEKRETARIS,                             KETUA, 
 

 

Drs. H. SUHANDI, M.Si                  SARIF HIDAYAT 
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